
( SALINAN 1

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR 86 TAHUN2021

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATINOMOR50 TAHUN2020 TENTANG
RENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH
KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2021

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor

15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2017-2022 perlu meninjau kembali Peraturan Bupati

Nomor 50 Tahun 2020 tentang Rencana KeIja Pemerlntah

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020

tentang Rencana KeIja Pemerlntah Daerah Kabupaten. Musi

Banyuasin;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4710);

tentang

Republik

Lembaran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

IndonesiaTahun 20 I4 Nomor 244), (Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) danl atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134), (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4.

6. Undang- Undang Nomor II Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor10);

9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 226);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 590);

12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 20 I9-2023 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah

beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun2021 ten tang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);



Menetapkan

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Ttahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2017 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022;

17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 6);

19. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Musi Banyuasin Tahun 2021

(Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

Nomor 50);

20. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 ten tang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

Nomor 99) sebagaimana telah beberapakali diu bah terakhir

dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 ten tang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 99 Ttahun

2020 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Ddaerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 202 J Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANATASPERATURAN

BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN

2021



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun

2020 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 202 I (Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2020 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 diu bah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penyusunan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada arah

kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas

nasional, provinsi dan menperhatikan visi, misi serta

program kepala daerah terpilih periode 2017-2022;

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun dengan

sitematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BABIV

BABV

BAB VI

PENDAHULUAN

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN

DUA) TAHUN 2021

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

DAERAH

SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH

PENUTUP

(3) Dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pad a

ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 23 Juli 2021

BUPATl MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMUSI BANYUASIN,

ttd
H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2021 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALABAGIAN HUKUM,
\

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 198007151999032003
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